
 

 

 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1276, 2017 KEMENAKER. IKU. Tahun 2015-2019.  

 

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 12 TAHUN 2017 

TENTANG 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2015-2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk pengukuran dan peningkatan kinerja serta 

lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian 

Ketenagakerjaan, perlu menetapkan ukuran keberhasilan 

berupa Indikator Kinerja Utama Kementerian 

Ketenagakerjaan;  

  b. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator 

Kinerja Utama Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Tahun 2014-2019 sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi 

sehingga perlu dilakukan perubahan; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Indikator 

Kinerja UtamaKementerian Ketenagakerjaan Tahun 

2015-2019;  
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Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

IndonesiaNomor 4614); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

127,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4890); 

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi NomorPER/20/M.PAN/11/2008 

tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan 

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan 

Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden serta 

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di 

Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); 

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 622); 

7.  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 

2016 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1219); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTAN 

GINDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN 

KETENAGAKERJAAN TAHUN 2015-2019. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Indikator Kinerja Utama Kementerian yang selanjutnya 

disebut IKU Kementerian adalah ukuran keberhasilan 

dari suatu tujuan dan sasaran strategis Kementerian. 

2. Indikator Kinerja Utama Eselon I Kementerian yang 

selanjutnya disebut IKU Eselon I Kementerian adalah 

ukuran yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian 

hasil (outcome) dari suatu program. 

3. Kementerian adalah Kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

ketenagakerjaan. 

4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang ketenagakerjaan. 

 

Pasal 2 

Indikator kinerja utamaterdiri atas: 

a. IKU Kementerian; dan 

b. IKU Eselon I Kementerian. 

 

Pasal 3 

IKU Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 

a digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka 

menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan 

anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan untuk 

melakukan evaluasi pencapaian kinerja Kementerian. 

 

Pasal 4 

IKUEselon I Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 huruf b digunakan sebagai dasar untuk menyusunrencana 

kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian 

kinerja, laporan kinerja, dan untuk melakukan evaluasi 

pencapaian kinerja Eselon I. 
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Pasal 5 

(1) IKU Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2huruf a tercantum dalam LampiranI yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(2) IKU Eselon I Kementerian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 6 

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan 

oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada 

Menteri. 

 

Pasal 7 

(1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

Peraturan Menteri ini, dilakukan pengawasan melalui 

sistem pengendalian intern pemerintah. 

(2) Sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2014-2019(Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 347), dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 9 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 18 September 2017 

 

MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

M. HANIF DHAKIRI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 18 September 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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